BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINET KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAIUIT ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ITAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undong Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, periu menetapkan Peraturan
Daerall tenleng Pertangpungjawaban  Pelaksanann Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1. Pasal 18 avat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang MNomor 27 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Mzgara Republik Indonesia Momor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembanpunan  Nasiona! (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Aniara FPemerintah Pusat dar Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4+425);

Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 5049);

TTidang-Undang Momor 12 Tahun 2011
tentang  Fembeniuvkan  Peraburan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tebun 2011 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234):

. ndang-Uncdang Momor 23 Tahun 2014 tentang

Pomerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 5587) scbagaimana  telah diubah
hoeberapa kali, terakhir dengan Undang-Tndang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 ‘fahun @014 tentang Pemerintahan  Daerah
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nemeor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
207W);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembaman Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Antara Pemenntah Pusat dan Daergh (Lembaran Negarg
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 1028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 44 186)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Neomor 21 Tahun 2007 tentang
FPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 48, Tambahan
Lembaran MNegara  Republik  Indonesia Nomor  4502)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 ftentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lemibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomeor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tabhun 2005 tentang
Sistern  Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
schagaimana telah diuban dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tabhun 2010 tentang Perubehzan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarg Sistem Informasi
Keuangan Dsaerah Deoerah (Lembaran Negara Republhik
Indonesia Tabun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5155);

Peraturan Pemerinteh Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuanpgan Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara FRepublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45853);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemernntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Peiaporan  Keuangan  dan Kinerja  Inslansi  Pemerinlah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tennbalmn  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614}
Peraburan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntlansi Pemsrintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20010 Nomor 123, Tambshan Lembaran
Megara Republik Tndonesia Nomor 3165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Talun 2012 tentang Hibah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesia
Nomor S272;
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Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pade Pemerintah Dacsrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Seclatan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan BEelanja
Daerah Tahun Aunggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 13 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Huiu Sungai Sclatan Nomor 15

Tahun 2015 tentang Perubaban Angparan Fendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungal Selatan Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersamn

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan
BUPATI HULY SUNGAI SELATAN

MEMUTUSHKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pa=al 1

1} Pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD berupa laporan keuangan
P P B

(2]

memuisat :

Meraca;

oS AD TP

Laporan realisasi anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;

- Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas iaporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirl dengan
laporan keuangan badan ussha milik daerah/perusahaan daerah.
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Pasal 2

Laporan tealisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2015 sebagai berilout :

a.

Pendapatan .............. Rp.1.127.291.876.404,28

b. Belanja dan transfer.. Rp.1.234.231.773,339,00

. Burplus [ defisit ...... (Rp. 106.939.896.934,72)

Pembiayaan :
- Penerimaan............. Rp. 222.827.724.935,13
- Pengeluaran.......ooees Rp. 17.497.000.000,00

=

Pembiayaan Netto ... Rp. 205.5330.724.935,13

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

a,

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan scjumlah
(Rp 67.262.135.359,72) dengan rincian scbagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp.1.194.554.011.764,00
P I T T T RN TP LT S Rp.1.127.291.876.404,28

Selisih lebih / (kurang) {Rp. 67.262.135.359,72)
Selisih  anpearan  dengan  realisasi  belanja  dan  transfer  acjumlah
(Rp.166.164.727.648,00) dengan rincian scbagai berikout :
1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.400.396,500.987,00
2 JB 0TI T R R SR Py Rp.1.234.231.773.339,00

Selisih lebih / (kurang) (Rp. 166.164.727.648,00)

Selisih  anggaran  dengan  realisasi  surplus/defisit  sejumlah
Rp. 98.902.592.288,28 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 205.842.489.223,00)
P Tt 2 L | R PP et e (Rp, 106.939.896.934,72)

Selisih lebih / (kurang) Rp. 98.602.591.288,28

. Selisih anggaran dengan realisasi penerimean pembiayaan  scjumlah

(Rp.1.738.764 287 87) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pemhbiayaan sctelah
PErLDEIAE e ia i e e s e Rp. 224.566.489.223,00
i e O o S e e e R i i Rp 222.837.724.935,13

Selisih lebih / {kurang) (Rp. 1.738.764,287,87)
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e. Selisih angparan dengan realisasi pengeluaran  pembiayaan sejumiah
(Rp.1.227.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut
1. Angzaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan .......cccccevvnennrnrneees Rp. 18.724.000.000,00
2 B 2T [ Rp. 17.497.000.000,00

Selisih lehih / (kurang) (Rp. 1.227.000.000,00)

f.. Selisth anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
(Rp.511.764.287,87) dengan rincian sebagai berikut :

1. Angparan pembiayaan neto

gsetelah perubahamn.... i, Rp. 205.842.489.223,00
. Reallaand. .o st Rp. 205.330.724.935,13
Selisih lebih f {(kurang) (Rp. 511.764.287,87)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 hurul b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal........ccooovvvneneeee Rp. 219.398.690.623,13

b. Penggpnaan SAL sebagai Penerimaan

¢. Pembiayaan Tahun Berjalan.................... Rp. 219.398.690.623,13

d. SILPA/SIKPA......cccismmemsimmemmenassirserranganes Rp. 98.390.828.000,41

e. Seldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 98,390.823.000,41
Paszal 5

Neraca schapaimana dimaksud dalam Pasal 1 buruf e per 31 Dessmber
Tahun 2015 scbhagai berikut :

B JUTTIALY BEE - voysrvinsnsinsvisinnss sdnnmsssumssisisoiey Rp.2.230.223.904.840,67

b. Jumlah kewajiban .......ccccoiiiiiiniieainrnnes- Rp. 10.746.293.000,00

e, JUumlah FKuitas ..coovveeiersmesranmnannsssansnermons Rp.2.219.477.611.849,67
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk

tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagai
berikout :

a. Pendapatan-LO ......cccceeecccccinncissssnnns,. RpU1.155.241.230.379,27
B Bebhaii-Li) i biivii so asessida o6 s puk s el Rp. 939.126.319.539,33
¢, Deflzit Non ARERATAN .ooovovcereceaicicienieaaeas | B 8.107.076.952,33)
d. Surplus/Decfist Laporan Operasional Rp. 208.007.833.887,61

Pasal 7T

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk
tahun yang beralkhir sampai dengan per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi ........... Rp. 287.047.610.541,28
b. Arus kas bersih dar aletivitas investast non-
KEUAMEAT . . vvveereeeiciieeeaeeeieaeanesesesennneeenenenee (R, 408.766.262.038,00)

¢. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/
s pembIayaaT.. i e i PR 158.525.562,00
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d. Arus kas bersih dari aktivitas trensiioris{
496.869.818,00
98.390.828.000,41

NOM ANPEATAT vreeercamranmnanesss st

e. Saldo kas akhir

Pasal 3

Laporan Perubahan Ekuitas sebagrimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf {
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 s=scbagai
berikut :

a. DEluitas Awal.......ccocoommmmenannn sesrnesans Rp.2.545.234.810.817,36
b. Surplus/Defisit-LO......ocooiiiiiiinnes Rp. 208.007.833.887,61
¢. Koreksi ekuitas lainnya ... {Rp. 533.765.032.855,30)
d. Ekuitas Akhir Rp.2.219.477.611.849,67

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatil atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimalksud dalam Pasal

1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dan :
a, Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran

: Ringkasan laporan  realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.1

Lampiran L2 : Rincian laporan tealisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan dacrah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi  anggaran belanja  daerah
menurut urusan pemerintahan dacrah dan organisasi,
prograrn dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi  anggaran belanja daerah
untuk  kesclarasan dan  keterpeduan  urusan
pemerintakan  dacrah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara,

Lampiran L5  : Daftar jumilah pegawai pergolongan perjabatan;

Lampiran 1.5a @ Daftar piutang dacrah;

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal {investasi) dacrah;

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Lampiran L& : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lamnnya,

Lampiran 1.9 . Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesalkan
sampai akhir tahun dan diarggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Lampiran 1.1G : Daltar dana cedangan dacrah;

Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

b. Lampiran T A : Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Lampiran Il . Neraca,

Lampiran IT A

. Laporan Operasional;
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Lampiran 11 : Laporan Arus Kag;
Lampiran I A : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
" Lampiran VI : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan schagaimana dimalsud dalam Pasal 1 ayat (2)

terdiri dari :

a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Daerah ini.

b. Ikhtisar Laporan keuangan badan usaha milik daerali / perusahaan
dacrah schagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasnl 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bupati Hulu Sungai Selatan menetapkan Peraturan Bupati lentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagni  rincian lebih  lanjut dari Paraturan Dacrah  tentang
Pertanprungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ini.

Posal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangian.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Sclatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

N
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

e

LEMEARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 11



